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RINGKASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur peradilan pidana yang
terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan
serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau
pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS)sebagai institusi atau estora yang menangani ABH
mulai dari anak bersentuhan dengan peradilan, menentukan apakah anak akan
dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan
ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan
dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative. Aturan hukum di
Indonesia, yang dikenal dengan nama hukum pidana Indonesia adalah salah satu
negara yang menggunakan 2 (dua) jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa
pidana (straf) dan tindakan (maatregels). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus
dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun
dalam paradigma pemidanaan modern.

Sesuai dari tujuan pemidanaan dalam Upaya memberikan perlindungan demi
terwujudnya kesejahteraan anak, maka kriteria berat ringannya penjatuhan sanksi
harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaaan yang
meringankan. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada
terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun
dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan
sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau
tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau



kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan
anak, keadan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota
keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.83Jenis
sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah
berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang
tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan
di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
perbaikan akibat tindak pidana. Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum
yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau
seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan
tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan
Pembimbing Kemasyarakatan.Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan
Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak
dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat
menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai
anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja
dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan,
pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai
menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri. Pada prinsipnya
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di
Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam dalam
kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan
diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti
sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang
bersangkutan.

Dalam konteks pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara
pengertian pidana dengan tindakan. Secara teoritik, pidana lebih mengandung
penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan  pembimbingan serta

pendampingannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada



kegiatan perlindungan, pendidikan dan pendampingan, meskipun tidak dapat
dipungkiri, kadang dalam penjatuhan tindakan terhadap anak juga terkandung unsur
penderitaan terutama tindakan penyerahan anak kepada Negara. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat
mendasar, yaitu bentuk tujuannya. Sedangkan persamaannya adalah keduanya
sama-sama merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh
Negara, dan mendatangkan penderitaan. Tujuan pemidanaan atau penjatuhan sanksi
bagi anak, atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan Anak tidak lain untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi
anak dan semata-mata sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan bukan
merupakan pembalasan. Makna pemidanaan atau penjatuhan sanksi terhadap anak
tidak dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tetapi juga mencakup sanksi
tindakan, mengingat sanksi dalam Undang-undang SPPA telah menerapkan double
track system. Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana
pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan
masyarakat. Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Anak hanya
dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai
Tindakan
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ABSTRAK
Kata Kunci : Sanksi, Anak, Berkonflik Dengan Hukum.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel)
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum adalah untuk menganalisis dasar
pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan (Maatsregel) terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum serta untuk menganalisis kriteria Penjatuhan
Sanksi Tindakan (Maatsregel) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam
rangka kepentingan terbaik bagi anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah
tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Tipe penelitian Yuridis Normatif
dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti
Undang-undang, Peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang
dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Ratio Legis Pertimbangan Hakim
dalam menjatuhkan Sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai
dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan dan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kedua, Karakteristik Penjatuhan
Sanksi Tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak yang menyebutkan bahwa Sanksi Tindakan merupakan penjatuhan sanksi
terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan
tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya.
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ABSTRACT
Keywords: Sanctions, Children, Conflict With The Law.

The purpose of the thesis research entitled Imposing Action Sanctions (Maatsregel)
Against Children in Conflict with the Law is to analyze the basic considerations of
judges in Imposing Action Sanctions (Maatsregel) against children in conflict with
the law and to analyze the criteria for Imposing Action Sanctions (Maatsregel)
against children in conflict with the law in the best interests of the child. The type
of research that the authors use is a type of normative juridical research (legal
research). This type of normative juridical research is carried out by examining
various formal legal rules such as laws, regulations related to the issues discussed.
The research results obtained are First, Judge Consideration Legislative Ratio in
imposing Sanctions on Children in conflict with the law in accordance with the
provisions of Article 69 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 of 2012
concerning the Juvenile Criminal Justice System. According to Article 69 of Law
Number 11 of 2012, children can only be sentenced or subject to action and based
on the provisions of this law. Second, the Characteristics of Imposing Action
Sanctions against children in conflict with the law, namely in accordance with Law
Number 12 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which states
that Action Sanctions are the imposition of sanctions on someone who is proven
legally and convincingly guilty with the aim of providing education and coaching
as well as certain other actions.
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